Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, diperlukan
adanya dukungan pembiayaan yang memadai ;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis
retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang
Retribusi I1zin Gangguan;

. Undang-Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226

yang telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Staatsblad
Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah — daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengabh;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —Undang Nomor
12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 6
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1990 Nomor 7);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menetapkan :

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Jepara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Jepara.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik
desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
kepentingan umum secara terus menerus.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi 1zin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan yang
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha
perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah)

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.



15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan;

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS
Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

BAB Il
NAMA, OBJEK ,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi Daerah sebagai
pembayaran atas setiap pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan
gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Daerah adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi daerah adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin gangguan.

Pasal 5
Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran lzin Gangguan
yang diperolehnya.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.



(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat
usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

Luas usaha tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah
luas ruang terbuka dan tertutup yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Indeks lokasi sebagimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada klasifikasi
lintasan transportasi dan kawasan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Desa Indeks : 1
b. Jalan Kabupaten Indeks : 2
c. Jalan Propinsi Indeks : 3
d. Transportasi Laut Indeks : 3
e. Kawasan Pelabuhan Indeks : 3
f. Jalan Negara Indeks : 4

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) didasarkan pada besar
kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut

a. Gangguan kecil Indeks : 1

b. Gangguan sedang Indeks : 2

c. Gangguan menengah Indeks : 3

d. Gangguan besar Indeks : 4

e. Gangguan khusus Indeks : 8
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Daerah didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin Gangguan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Tarif retribusi daerah digolongkan berdasarkan luas ruang yang dipergunakan
untuk kegiatan usaha



(2) Besarnya tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

a. Luas sampai dengan 100 m? Rp. 1.400/ m?
b. Luas di atas 100 m? s/d 500 m? Rp. 1.250/ m?
c. Luas di atas 500 m? s/d 1.000 m? Rp. 1.200/m?
d. Luas di atas 1.000 m? s/d 3.000 m? Rp. 1.050/m?
e. Luas di atas 3.000 m? s/d 5.000 m? Rp. 900/ m?
f. Luas di atas 5.000 m? s/d 10.000 m? Rp. 750/ m?
g. Luas di atas 10.000 m? s/d 50.000 m? Rp. 600/ m?
h. Luas di atas 50.000 m? Rp. 450/ m?

(3) Daftar ulang ijin dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 10
Retribusi daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan rumus :

RD=TRD xIL X IG x LRTU

Keterangan :

RD = Retribusi Daerah

TRD = Tarif Retribusi Daerah

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

BAB VIl
MASA RETIRBUSI DAERAH
Pasal 11

(1) Masa retribusi daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin
gangguan dikeluarkan

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak
untuk memanfaatkan izin gangguan menjadi gugur
BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi Daerah dipungut di wilayah daerah.



BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan

(1)
(2)

®3)

(1)
(2)

3)

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
Pemungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.

Retribusi Daerah dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil

penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XiIlI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang terbayar dan ditagih
dengan STRD.



(1)

(2)

3)

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan
atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi
Daerah terutang.
Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
Retribusi Daerabh.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan serta
Keberatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA
Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.



3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(1)

(@)

3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 21

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati

10



(1)

(2)

(1)

(2)

®3)

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga)
kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,
ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR ...11s.....

12



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah,
diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada
Masyarakat. Untuk itulah perlu adanya upaya intensifikasi terhadap pungutan
retribusi yang telah ada.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, mengamanatkan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor
7 Tahun 2002 Tentang Retribusi 1zin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan
ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Indeks gangguan kecil, dengan kriteria:
- Tenaga kerja kurang dari 10 orang
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Tidak menggunakan peralatan mesin listrik
Penanganan pelayanan secara manual

Huruf b
Indeks gangguan sedang, dengan kriteria :

Tenaga kerja 10 — 25 orang

Menggunakan peralatan mesin seperti mesin amplas

Menggunakan tenaga mesin maksimal 25 PK atau listrik 5.000 watt
Pemasangan tower dengan tingggi maksimal 25 meter

Contoh : Dealer motor / mobil, show room mobil, show room meubel ,
penjual kayu glondong, pengrajin kapok, gudang meubel, cucian mobil.

Huruf ¢
Indeks gangguan menengah, dengan kriteria :

Tenaga kerja antara 26 — 100 orang

Menggunakan mesin 26 — 100 PK

Menggunakan listrik sampai dengan 10.000 watt

Adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar

Contoh : bengkel motor/mobil, rice mill, pembuatan tahu/kecap,
peternakan, kegiatan usaha perikanan dan kelautan, pemotongan hewan
, industri troso, penyemprotan meubel sanding SPBU, SPBE, pengrajin
emas, kuningan, pengrajin kulit, kerajinan gerabah, pengrajin monel,
usaha pembuatan pelet/citosan

Saluran Tegangan Tinggi sampai dengan 150 Kv

Pemasangan tower pemancar dengan tinggi 25 — 50 m

Huruf d
Indeks gangguan besar, dengan kriteria:

Tenaga kerja antara 101 — 300 orang

Menggunakan mesin 101 — 300 PK

Menggunakan listrik 10.000 watt s/d 25.000 watt
Adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar
Tower pemancar , dengan tinggi 51 — 100 meter
Saluran tegangan tinggi lebih dari 150 Kv

Huruf e
Indeks gangguan khusus, dengan kriteria :

Pasal 8

tenaga kerja diatas 300 orang ;

menggunakan tenaga mesin diatas 300 PK

menggunakan listrik diatas 25.000 watt ;

adanya potensi pencemaran lingkungan yang besar ;

saluran tegangan tinggi diatas 150 KV ;

pemasangan tower pemancar dengan tinggi diatas 100 meter.

Memiliki potensi gangguan pada sarana umum yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
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Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan
pungutan retribusi daerah tidak diserahkan kepada pihak ketiga, namun
dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses
pemungutan restribusi antara lain : pencetakan formulir, pengiriman surat-
surat kepada wajib retribusi atau menghimpun data objek retribusi dan subjek
retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan
penyuluhan retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain : karcis atau
kuitansi

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR .....
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